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TATA KELOLA PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN
DANA DESA DI DESA SUNGAI JUNJANGAN KECAMATAN
BATANG TUAKA KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ABSTRAK
Yunisa Nanda Pratama
167310053

Penelitian ini _bertujuansuntuk Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini
yang peneliti harapkan” yaitu untuk mengetahui Tata Kelola Pemerintah Desa
Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang
Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Indikator Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam
Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka
Kabupaten Indragiri Hilir yang digunakan meliputi Akuntabilitas, Transparansi
dan Partisipasi Masyarakat. Penelitian ini yang berlokasi di kantor Desa Sungai
Junjangan Kecamatan Batang Tuaka, kemudian tipe penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang mana peneliti
kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan
pandangan-pandangan dari . para. partisipan..dan- menggunakan observasi,
wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpulan data. Key informan dan
informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sckretaris Desa, Kepala Dusun
dan masyarakat sebanyak 4, orang. Jenis pengumpulan data terdiri dari data
primer, data sekunder. Sementava; teknisianalisa-data diperjelas dengan data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan ‘data ke dalam Kkategori, menjabatkan kedalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingnya dan
kan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri dan orang lain,  Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana
Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri
Hilir dalam hasil wawanecara. dan" observasi bahwa masih ada beberapa
kekurangan dan hambatan.

Kata Kunci :Tata Kelola, Penggunaan, Dana,Desa
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VILLAGE GOVERNANCE IN USE VILLAGE FUNDS IN SUNGAI
JNJANGAN VILLAGE BATANG TUAKA, INDRAGIRI HILIR DISTRICT

ABSTRACT

Yunisa Nanda Pratama

This st e is to find
out the ( lage Funds in
Sungai “? lir Regency.
Village Ga e Funds in Sungai
Junjangan Vi uak e Hi used include

is research is
trict, then the
type of res ethod in which
qualitative based on the
views of the ' . observatior . 1 documentation as
data collectios S f ere the Village
Head, Villag ny as 4 people.

Accountab
located at

Types of da data. While the
technical analysis o S Z j ai interviews, field
notes and docume 1 G ; : es, describing it into
units, synthesizin ) es are important
and can be stu onclu ; re e sy. understood by
oneself and oth he Use of Village Funds

the results of interviews are Still some shortcomings
and obstacles.
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BAB1

PENDAHULUA

sistem pe

Tahun 194 lanya kesatuan

masyarakat dengan konsep

desentralisas

Hal ini menegaskan bahwa Desa sebagai tatanan pemerintahan terendah di

Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu diatur
tersendiri dalam bentuk UndangUndang. Kemudian dilanjutkan dengan lahirnya
ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 . Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, kemudian terkait

pengelolaan dan pedoman pembangunan Desa diatur dalam Peraturan Menteri
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Nomor 20 Tahun 2018 mengatur terkait Pengelolaan Keuangan Desa dan

Peraturan Menteri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahum 2014 dibentuk Peraturan

membiayai

pembinaan

wilayah, dan tingkat ke n . geograf rangka meningkatkan
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Mengenai hal tersebut terdapat
pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait dengan keuangan
Desa yang sumber menyatakan bahwa sumber Dana Desa berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

menjelaskan besaran alokasi anggaran yang diperuntukkan langsung untuk Desa,
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ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah secara bertahap.
Penyusunannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Desa

dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan

Q &
penyelewengan dan de & ‘ “ ‘1&'* pengawasan dari  tingkat

Kabupaten/kota hingga ke daera asi secara komprehensif mengingat

banyaknya kasus penyalahgunaan dana Desa oleh aparatur Desa.

Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi
desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan

dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1)
meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3)

memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan

antardesa, subjek dari

pembang

1. 90% porsi yang dibagi rata (alokasi dasar)

2. 10% porsi berdasarkan formula (alokasi formula):
a. Jumlah penduduk desa (25%)
b. Angka kemiskinan desa (35%)

c. Luas wilayah desa (10%)
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d. Tingkat kesulitan geografis desa (30%)

Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam

mengelola kemampuan.dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara

Agar memt - hs berke ‘ i.dan mempercepat
pembangunan ke iantaranya adalah mem esempatan kepada

desa untuk Na ~ day : ara memberikan

adalah sebagai berikut :

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan
Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian

SDGs Desa melalui: a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan
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Desa; b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan c.

adaptasi kebiasaan baru Desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

Anggaran 2019

Kode | Uraian Anggaran (Rp)
Rek

1. PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa 1.999.00
1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 1.999.00
1.2 Pendapatan Transfer 1.018.682.000.00
1.2.1 | Alokasi Dana Desa 350.750.000.00

1.2.2 | Dana Desa

609.835.000.00

1.2.3 | Bagi Hasil Pajak

51.796.000.00

1.2.4 | Bagi Hasil Retribusi

6.301.000.00

JUMLAH PENDAPATAN

1.018.683.999.00

Sumber : Dikutip dari data APBDes Desa Junjangan Tahun 2021
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Dari tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Desa Junjangan dalam bentuk Pendapatan sebesar 1.999.00 dan Pendapatan Asli
Desa sebesar 1.999.00

edangkan Pendapatan Transférsebesar 1.018.628.000.00,

o
g
=
7
=]
5
=

akuntabel,

o

\!&\“‘l\a\‘i\ﬁ

artinya dike
legal; dan sunannya. Di

samping itu an yang benar

sesuai denga

Dana d 9' Pendapatan dan
Belanja Negara g ' : Jat yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan E en/Kota dan digunakan untuk

masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Berdasarkan peraturan pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, dengan
luasnya lingkup kewenangan desa dan dalam mengoptimalkan penggunaan dana
desa, maka penggunan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan,

pemberdayaan masyarakat desa, penetapan prioritas penggunaan dana tersebut

tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa.
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Dana desa yang diterima diharapkan mampu mengatasi permasalahan-
permasalahan desa di Indonesia dan mampu menunjang fasilitas umum untuk

masyarakat dan mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum

terhadap ua regu :.) ’ ang, dan kurangnya

keikutsertaa

o
=
=
&
=
a
=.
5
s
=3

- @i
3
<]
o
)
agQ
=8
=
=
o
agQ
S

T
uﬁ' ajuan desa, dana desa akan

integritas dari kepal ‘ ) ]
integritas dari kepala desa.d a ““

terserap dan pembangunan merat um desa mempunyai integritas baik,

jujur dan bertanggungjawab terhadap dana desa.

Desa Sungai Junjangan merupakan desa yang dekat dengan Kabupaten
Indragiri Hilir Desa Sungai Junjangan merupakan desa yang sudah berhasil dalam
mengembangkan wilayah daerahnya. Salah satunya adalah dibidang infrastuktur
jembatan dan perbaikan jalan. Setiap desa di Kecamatan Batang Tuaka menerima

aliran dana pendapatan transfer dalam bentuk Dana Bagi Hasil Pajak dan
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Retribusi Daerah serta Dana Desa salah satunya adalah desa Desa Sungai
Junjangan.

Berdasarkan Pra Survey pada tanggal 14 November 2019 yang dilakukan

transparan ; ¢ a_ tidak membuat
laporan pel
infrastruktur seperti jemt . de n ja ,: ip ahun sudah selesai pada
awal tahun 2

Gamba

berikut:

Keuangan Desa

Pelaporan

Penata
usahaan

:> Pelaksanaan

Dengan adanya mekanisme pengelolaan dana desa ini, desa tak hanya
sekadar mencatat keuangan sebatas jumlah pengeluaran dan pemasukan secara

sederhana. Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan
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keuangan desa dimaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan

kemahalan konstruksi be ber dari kementerian yang berwenang.
5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan melalui peraturan
presiden (Perpres) mengenai rincian APBN.
Mekanisme pengelolaan Dana Desa dimulai dengan pembentukan Tim
Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat oleh

pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa

sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang


https://www.pengadaan.web.id/2018/09/indeks-kemahalan-konstruksi-terbaru.html
https://www.pengadaan.web.id/2019/01/rkp-desa.html

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

ada di desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tujuan diadakannya tim

ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat desa.

penyusun men sk n :_ et sar n yang berlaku

maupun dar

Beri | ada eng 1ekanisme pengelolaan dana desa

mulai  dari

Proses perencanaan ha berdasarkan program, skala prioritas,
agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan.
Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana Desa seharusnya hanya
fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan
kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan

dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian,

pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna


https://www.pengadaan.web.id/2019/06/badan-permusyawaratan-desa-bpd-tugas-fungsi-anggota-dan-gajinya.html
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untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan

pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Peraturan De Iz ya : pembangunan
pemerintah erinta a serta da nsi. Mengingat
pentingnya

merancang apd

perwakilan RT, RW, dan toko syarakat yang terdapat dalam dusun
tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah
desa, carik desa, Kepala Urusan, dan kepala seksi. Musyawarah ini diadakan oleh
panitia tim penyusun RKP Desa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-

kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas

kebutuhan masyarakat masing-masing Dusun.


https://www.pengadaan.web.id/2019/12/apbdes.html
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2. Musyawarah Desa (Musdes)

Tahapan yang ke-2 yakni Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya

dilakukan sekitar bulanduli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum

rencana pr
desa, pembangu i ema dan pemberdayaan

masyarakat.

- v |
forum tertinggi yang a & : kepala desa untuk
membahas dan menyepa - ‘ srenbang ini dilakukan
oleh pemerintah desa pada bu eptembe > Desa inilah yang menjadi dasar

dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah desa (APBDesa).
1. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa
termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan


https://www.pengadaan.web.id/2019/11/musyawarah-perencanaan-pembangunan-musrenbang.html
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pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi

PTPKD.

Dengan adanya.PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan

efisensi keuang ¢ “ | pe onsep .m'- .

iap pejabat berada

",
&7

desa bisa  dibe aka % oorai yang encanakan dapat

dibawa kan secara

disiplin”

dilaksanaka

cara pemind dari {a : ) ke Rekening
Kas Umum Daerah ( Se ‘ an pemindahbukuan dari
RKUD ke Rek : D). A pe keuangan di desa, ada

n pengeluaran yang

desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan
desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani

oleh Lurah dan Kaur Keuangan.

Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara
bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar

tersebut tidak kontraproduktif.
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2. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib

melakukan pencatatane, setiap transaksi penerimaan dan pengeluran serta

digunakan dipe ah desa ye cuangan desa).
Siskeudes
tersebut. Dg

menjalanka

‘Q\‘&\r":‘l\\

~_
<
=
3
o
o
=
[4)<}
a
S
I~y
2

keuangan desa,

3
ho]
@]
o
=
=
<«
)
=~
[}
go
)
o,
1)

pemerintah diatasnya yakni Cama c ati/Walikota. Disamping itu
pemerintah  desa  dalam ungjawabkan  kegiatannya  wajib

menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian
informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan

dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa.
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Menurut Permendagri 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas,
kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk

didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada

anggaran | ) K realisasi D ‘! sa dilaporkan

kepada B

Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan.
Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa.
Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa
(pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan

kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat.
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Itulah ulasan mengenai mekanisme pengelolaan dana desa sesuai dengan
perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proses

pengelolaan keuangan Dana Desa tidak bisa terlepas dari peran masyarakat mulai

resmi desa, hal itu akat untuk mendapatkan

v

informasi mengenai pembangu ggunakan anggaran dari DD jika
tidak ada di papan informasi ditambah dengan tidak adanya website resmi Desa
Sungai Junjangan. karena dua sarana tersebut cara termudah masyarakat untuk
mendapatkan informasi mengenai pembangunan di Desa Sungai Junjangan.

Masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan pembangunan desa bisa

kapan saja dengan dua sarana tersebut.


https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html
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Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hillir menetapkan Camat sebagai
pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan

urusan @ enyelenggara | intah, Perda

Inhil, N¢ yang rawan

terhadap Seharusnya
disinilah pera . Berdasarkan
penjelasan latar : alah dia e : an beberapa

fenomena p

Dana Desa ini tidak mengumumkan kemana dana desa itu
direalisasikan sehingga menimbulkan ketidak percayaan masyrakat
terhadap Pemerintah Desa .
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan yang peneliti kemukakan di atas, maka selanjutnya

peneliti merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu : Bagaimana Tata Kelola
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Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan
Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

berikut:

-+
o
o
=
=
7
&
=] e
=
=8
g
=]
2]
o
o
©
aQ
e,

-
:
=
%
=

<
=
]
g
=
2
3
Z
o

bidang ilmu pemerintahan mengenai masalah Tata Kelola Pemerintah
Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan
Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Secara praktis adalah penelitian ini diharapkan dapat di jadikan bahan

informasi dan data sekunder yang dapat di jadikan referensi oleh
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mahasiswa maupun kalangan akademisi yang ingin meneliti dalam

bidang yang sama.

%

S\

o
o
o
4
o
v
’
¢

s
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BAB1II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

n pemerintahan.
kan serta teruji
1 mempunyai
metodologi, lanjut, ilmu
pemerintah agai seni karena

ada banya p

berkiat serta

IImu Pemerintahan dapat di defenisikan sebagai ilmu yang memperlajari

bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan
jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat
diterima pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan (Ndraha, 2017:7).

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari persoalan-persoalan

organisasi, administrasi, manajemen dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

organisasi publik atau badan-badan publik yang bertugas melaksanakan
kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Obyek dan subyek organisasi ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga legislatif,

bagaimana
koordinasi
pemerintah

dalam ber

Kencana S

bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi,
eksekutif dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta
antara yang memerintah dengan yang di perintah. Menurut Ndraha (2011:7) ilmu
pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana
memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik

dan layanan civil. Gaffar (dalam Ndraha 2010: 16) mendefenisikan ilmu
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pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif
nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan
sebuah Negara.

2.

<> Vgt 1P

Dikaitkan 3 se arena ya 0 ahan yang tanpa
pendidikan
roda pemerintahan. gkan sebagai suatt d pengetahuan adalah

karena me hi sya : | da g ajarkan, memiliki

yang unik berkaitan dengan prinsip kenegaraan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat
utamanya pasca reformasi (Busrizalti, 2013:34). Setiap Negara mempunyai
organisasi yang berwenang untuk merumuskan dengan melaksanakan keputusan-
keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk diwilayahnya. Dalam hal ini

pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.
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Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata

“perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung,

kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak memerintah memiliki wewenang,

Dari penjelasan diatas jelas bahwa fungsi pemerintah terbagi menjadi 3
fungsi yaitu:
a. Fungsi Pembangunan
b. Fungsi Pemberdayaan

c. Fungsi Pelayanan
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Menurut Budiajo (2009:21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah
segala kegiatan yang terorganisi yang bersumber kepada kedaulatan dan

kemerdekaan, berdasarkan atas Negara, Rakyat atau Penduduk dan wilayah suatu

kegiatan t

=)
&g
‘-‘ s mempunyai
=
&
pejabat ya " istem (manner,

method and

pemerintahan adalah untuk menjaga sistem ketertiban dimana masyarakat bisa
menjalankan kehidupan secara wajar. Menurut Subakti (1999:168) istilah
pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya, dimana pemerintahan menyangkut
tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang

menyelenggarakan tugas dan kewenangan Negara.
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3. Pemerintah Desa
Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang

berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa

atau village yang shops in a country
“

G ALTEEEEN N 'g@. ,\

;ﬁ an hak asal-

mempunyai Susuna arka Al ] g bersifat istimewa.

Landasan pe de : ah keanekaragaman,

suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai
system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa
merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang
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untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

S Vet %
] : ‘g isebut Desa,

adalah Desa

setempat berdas aka 3 atau hak tradisional
yang diakui da At ¢ ; -H ::' i n N¢ Kesatuan Republik
Indonesia.
ndang Nomor 6

Tahun 2014 3 da Kepa esa atau ise engan nama lain dan

dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(PPRI No. 72 Tahun 2005 tentang Desa).

Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala
desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Badan
Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat

BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
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penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

desa.

Perangkat desa dipimpin oleh Kepala Desa yang posisinya sejajar dengan

dibawahnyz
masing desa
Setelah ; : a, dibawahnya terbagi dirdua yakni Unsur

Pelaksana nsur Pelaksana

banyaknya dusun didalamnya.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, terdapat tiga buah hubungan
yakni hubungan Komando seperti Kepala Desa kepada Kaus atau Kepala Dusun.
Yang kedua adalah hubungan Koordinasi yakni pada Kepala Desa pada BPD dan
yang terakhir adalah garis hubungan Konsultasif yskni Tata Usaha pada Kaus dan

juga Kepala Dusun.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011) menyatakan bahwa desa adalah
sekumpulan yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu

serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada diwilayah

4.

intah secara
umum m h ﬂ" tuhan publik
dengan me ‘ AT ar : ’ 1anajemen saat
ini menja baik
organisasi [ , 'H '# D1 eperti organisasi
pemerintaha (1993:12) © Man: n adalah  proses
merencanake kegiatan untuk
mencapai tu n menggunakan

swasta tidak menjadikan aksanaan pada organisasi sektor
publik menjadi sama d asta. Mahmudi (2010:38-40)
mengungkapkan ada setidaknya tujuh karakteristik manajemen sektor publik yang
membedakannya dengan sektor swasta:
a. Sektor publik tidak mendasarkan keputusan pada pilihan individual dalam
pasar, akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan dimana tuntutan
masyarakat yang sifatnya kolektif (massa) akan disampaikan melalui

perwakilannya yang dalam hal ini adalah partai politik atau DPR.
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. Penggerak sektor publik adalah karena adanya kebutuhan sumber

daya, seperti air bersih, listrik, kemanan, kesehatan, pendidikan,

transportasi, dan sebagainya yang menjadi alasan utama sektor publik

dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan.

. Dalam sektor swasta persaingan (kompetisi) merupakan instrument pasar,

sedangkan dalam sektor publik tindakan kolektif menjadi instrument
pemerintahan. Sangat sulit bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan
dan kepuasan tiap-tiap orang dan yang mungkin dilakukan adalah

pemenuhan keinginan kolektif.
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Konsep manajemen publik dalam penelitian ini dipaparkan dalam 3
paradigma, yaitu sebagai berikut:

a. Old Public Administration

ngemukakan konsep

‘!53\\\‘ W, ¥

dan lurus

ALY

e AL A E)

kunci me

—

perbedaan

dengan aku

2\ ]

1) Titik perhatian pemerintah adalah pada jasa pelayanan yang diberikan

langsung oleh dan melalui instansi-instansi pemerintah yang berwenang;
2) Public policy dan administration berkaitan dengan merancang dan

melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan politik;
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3) Administrasi publik hanya memainkan peran yang lebih kecil dari

proses pembuatan kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan- tujuan

politik;

4) h para administrator

STVt

vy

5)

6)

LNARS
s

7) Nilai-nilai utama (#/ ) d strasi publik adalah

8) i S an sang angat tertutup, karena

Organisasi sektor publik sering divisualisasikan sebagai organisasi yang
kaku, tidak inovatif, minim kualitas, dan beberapa kritikan lainnya hingga
memunculkan sebuah gerakan reformasi di sektor publik yaitu dengan adanya
konsep New Public Management (NPM). Ditinjau dari perspektif historis, istilah
New Public Management pada awalnya dikenalkan di Eropa tahun 1980-an dan

1990-an sebagai reaksi terhadap tidak memadainya model administrasi publik
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tradisional (Mahmudi, 2010:33-34). Konsep OPA perlahan tergantikan dengan
konsep NPM yang mampu menjawab adanya tuntutan masyarakat yang semakin

besar agar sektor publik dapat manghasilkan produk (barang/jasa) yang memiliki

A%

“
ibel

c. New Public Service
Periode ketiga dalam perkembangan manajemen publik yaitu periode New
Public Service atau NPS. Berbeda dengan konsep model klasik dan NPM, konsep
NPS adalah konsep yang menekankan berbagai elemen. Walaupun demikian NPS
mempunyai normatif model yang dapat dibedakan dengan konsep-konsep lainnya.

Thoha (2008:84) menyatakan bahwa ide dasar dari NPS dibangun dari konsep-
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konsep; (1) teori democratic citizenship; (2) model komunitas dan civi/ society;

(3) organisasi humanism; (4) postmodern ilmu administrasi publik. Pemahaman

mengenai manajemen dalam sektor publik merupakan adopsi dari unsur-unsur

diluar pemerintahan yang tidak bertujuan mencari untung (nonprofit
sector);

c. Manajemen publik memfokuskan atau mengarahkan administrasi
publik sebagai suatu profesi dan manajernya sebagai praktisi dari profesi

tersebut;
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d. Manajemen publik berkaitan dengan kegiatan internal (internal
operations) dari organisasi pemerintahan maupun sektor non pemerintahan

yang tidak bertujuan mencari untung;

o
=
e

Guna mend o I A d desa dalam

sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan
mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut
dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai
salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan
mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada

desa yang selama ini sudah ada.
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Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang
ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi

. Hibah dan Sumbangan P

7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

Pemerintah menetapkan Dana Desa dalam APBN sebesar 10% dari dan di
luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan

jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan: a) jumlah penduduk, b)
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angka kemiskinan, c) luas wilayah dan d) tingkat kesulitan geografis. Dana desa

dihitung berdasarkan proporsi dan bobot formula sebagai berikut:

merupakan , pelaksanaan,
penatausah ﬂ : sa. Asas dalam
mengelola ke % ' akuntabel, tertib

serta disiplin p

mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri
oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja
setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke

tempat lain.

Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang

bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk
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meningktakan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya
pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas

tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

s
st
v
’r

with author

Seca 00 | governc apabila pemerintah

dan instans

ide dan gagasa % i igan masyarakat.

Qh ¢ pemerintahan yang mana di perlukan
Suas

pengelolaan dan pelaksanaan

di tuntut untuk menggunakan
konsep Good Governance yaitu pemerintahan yang baik demi terciptanya
pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi. Khususnya pada organisasi
publik yang dalam pelaksanan tugas dan pemberian pelayanan di haruskan
menerapkan Good Governance menurut Peraturan pemerintah Nomor 101 tahun
2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negri sipil (dalam

Sedarmayanti, 2012: 4) merumuskan arti Good Governance adalah pemerintahan
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yang mengemban akan dan menerapkan perinsip-prinsip profesionalitas,

akuntabilitas,transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas,

supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

serta penc

kewiraswas

Berk

A A

2 ‘é‘
<

(2005: 114)
untuk mencip

pemerintahan

administrasi.

Good Governance menurut UNDP (United Nations Development
Program) adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan
bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara
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politik maupun secara administrative menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Kunci utama memahami good governances adalah pemahaman atas

prinsip-prinsip '{ELMQ “ “‘lﬂ‘ﬂ‘ﬁi g . i, akan didapatkan

rangka mengantisipasi berbaga

a, pemerintah daerah menyediakan

saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya.

2. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusanperumusan
kebijakan public memerlukan sistem dan aturanaturan hukum. Sehubungan

dengan itu, dalam proses mewujudkan cita good governance, harus diimbangi
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dengan komitmen untuk menegakkan rule of law dengan karakter-karakter antara
lain sebagai berikut: Supremasi hokum (the supremacy of law), Kepastian hukum

(legal certainty), Hukum yang responsip, Penegakkan hokum yang konsisten dan

=
i—*
=

diambil ol

Usaha Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha
melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks praktek lapangan
dunia usaha, pihak korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung
bagaimana good governance dapat berjalan dengan baik di masing masing
lembaganya. Pelaksanaan good governance secara benar dan konsisten bagi dunia

usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki
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oleh setiap lembaga korporasi yang ada di dunia. Dalam lingkup tertentu etika
bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (Corporate Social

Responsibility) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai

melalui proses

musyawarah pengar san tersebut, selain

melaksanakan keputusan tersebut. pemerintahan yang baik menjembatani
kepentingankepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus
menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat,

dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakankebijakan dan prosedur-

prosedur.
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6. Kesetaraan (Equity)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Semua warga

masyarakat kesempatan memperbaiki atau mempertahankan

ayaan timbalbalik
antara [ | 1 9 1 menjamin
% i % 3 ‘ ai. Informasi

adalah ' 1tub ¢ I . D

b
pengelolaan da Berkaitan > 3 ,ﬁ?
o

sipasi dalam

ah daerah perlu
proaktif mem inforr lengkap tenta an layanan yang
disediakann cepad rak: i | . - endayagunakan
berbagai ja | muman melalui

koran, radio apkan kebijakan

disebutkan di atas,

efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur
dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesarbesarnya kepentingan
masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan itu
efektif dan efisien, maka para pejabat pemerintahan harus mampu menyusun
perencanaanperencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan

disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut,
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maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah,

karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka.

Instrumen dasa _f ah pe; 'r '1 ] gan yang ada,
dengan k¢ ; : up mekanisme
pertanggungj ) » ; 0 ﬂ dalah pedoman

tingkah laku nantatia 2 gara pemerintahan dan

Visi strategis adalah pane dangan strategis untuk menghadapi
masa yang akan datang. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang
luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan
manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan
perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas

kompleksitas kesejarahan, budaya dan social yang menjadi dasar bagi perspektif

tersebut.
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Karakteristik ~ dari Good  Governance  adalah  Partisipasi,
Supremasi Hukum, Transparansi, Cepat Tanggap, Membangun Konsensus,

Kesetaraan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta memiliki Visi Stratejik

(LAN & BPKP,

poran yang
beragam ﬂ sa tentunya
menuntut g ah desa. Oleh

karena itu, pe sa ha as 0 abilitas dalam
pengelolaa enyelenggaraan
pemerintah at desa sesuai
ketentuan, s ¢ ata Ke cmerinta a yang Baik (Good

Village Gove

sebagai warga negara, sebagai klie perusahaan dan sebagai individu dari
organisasi masyarakat sipil, sementara pada saat yang sama berusaha untuk
menjadi  model  sebagai  individu yang  berlatih  prinsip = good

governance. Kita tidak boleh lupa bahwa solusi dimulai dari dalam (Toksoz,

2008).
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Good governance bertujuan untuk membawa administrasi publik lebih
dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan

pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang

sejumlah p

good gove

Masyarakat

pelaporan, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), harus benar-benar dilaporkan
dan dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan, dan juga
dapat diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut.

2. Transparansi

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan
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tepat waktu. Dengan ketersediaan informasi seperti ini, masyarakat

dapat mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan

hasil yang optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak
menemukan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis melihat
beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada
penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa

skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
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Tabel I.I  Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Penelitian Yang Berjudul
Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di
Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri

Hilir

No

Nama

Persamaan

Perbedaan

governance dan
juga  memiliki
focus penelitian
terjadap Alokasi
Dana Desa
kesamaan
selanjutnya
adalah
penggunaan
metode
kualitatif

Sementara
perbedaan yang

yang
pada

Perbedaan
dalam
penelitian  ini
adalah  pada
lokasi
penelitian yaitu
Desa
Campurasri
Ngawi, jawa
timur
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3 | Tri  Anggi | Pengelolaan Alokasi | Persamaan Lokasi
Safitri, Rigel | Dana Desa Dalam | dalam penelitian | penelitian

Nurul Mewujudkan  Good | ini ialah | terdapat di
Fathah Governance memiliki focus | Desa
penelitian yang | Sadonaharjo
itu | Ngaglik

Sleman

WYY
- \k “

[

sumber rujukan

dan referensi dala enelitia i, maka dapat { i perbedaan dan

juga teori yang digunakan adalah good governance menurut kirna 2003,
sedangkan metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan Sementara
perbedaan yang di antaranya Perbedaan Lokasi yang diteliti pada penelitian
terdahulu ialah desa Ngombakan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo
Pada penelitian Ksbul Setio Utomo, sudarmo, diki G. Suharto yang

berjudul Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa,
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sedangkan persamaan Sama-sama Memiliki kesmaan dalam penggunaan teori
yaitu sama-sama menggunakan teori good governance dan juga memiliki focus

penelitian terjadap Alokasi Dana Desa kesamaan selanjutnya adalah penggunaan

digunkan a

metode ku

Ngaglik Sl



Gambar:II.I Kerangka Pikir penelitian tentang Tata Kelola Pemerintah
Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan
Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Pemerintah Desa

Fenomena :

1. Dalam pengelolaan penggunaan d
desa tidak adanya kete

informasi kemana dana ¢

kelola nantinya baik

" dalam bentuk papan i

0 spanduk itu tidak ada dise

Dalam partisipasi yang

keterlibatan  masyara | rnance Menurut Krina (2003)

w1 pengelolaan dana de
En@;yarakat masih tida ) .
p:"'tei_tang kemana dana d¢ pasi Masyarakat
&5 gunakan.

Dalam pengelolaan dane
)

penaggung jawab

pengelolaan Dana Desa
= nighgumumkan kemana
L] . . .
« itw.  direalisasikan
0 menimbulkan ketidak p
- mesyrakat terhadap Pe

= Desa.

JE 1

¥ ] _51-
= .
= Output Penelitian

[l

neny wejs
o

Alat ukur yang di gunakan pada umumnya dalam penulisan penelitian
adalah variabel sebagai symbol atau lambang di mana variabel tersebut dapat di

tempatkan pada nilai-nilai yang menggambarkan objek penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa.
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2. Manajemen Pemerintah merupakan suatu upaya pemerintah dalam

pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana

yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting

mengawasi sehingga kebijakan publik yang ada memberikan hasil yang
optimal bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kecurangan dan
manipulasi yang hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja.

7. Partisipasi berarti, mengambil keputusan publik secara partisipatif dengan
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang akan terpengaruh dengan

keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan
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Dana Desa (DD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah
untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas

pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan

operasiona

Tabel 11.2

n yang dinilai
Tata Kelola
ggunaan DD
yaitu ng jawaban
ap penggunaan
yang baik den
terciptanya diketahui oleh
pemerintahan akat setempat
yang bersih d
bebas yediakan
kolusi. asi yang cukup,
prinsip- rat dan tepat waktu.
prinsip  utama ebijakan dalam
yang melandasi penggunaan DD
good c. keterbukaan dari setiap
governance, penggunaan DD
yaitu
1.Akuntabilitas; 3. Partisipasi a. Keterlibatan
2.Transparansi; Masyarakat masyarakat dalam
dan pengmabilan
3.Partisipasi keputusan
Masyarakat b. akses masyrakat dalam
(Krina, 2003). pengawasan
pengunaan DD
c. kebebasan dalam
menentukan
pengunaan DD

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021
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BAB III

METODE PENELITIAN

menggunakan metode penelitian

B. Informan

Bungin (2007:107) Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan
dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan informan ini melalui
pertimbangan bahwa orang dipilih dapat memberikan informasi yang jelas sesuai

dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti.
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Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan
purposive sampling technique yaitu cara penentuan informasi yang ditetapkan

secure sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-

orang yang terli ro la pemerintah desa
dalam a i j a ang tuaka
kabupat @(@ﬁk&ds ﬂaql# am penelitian ini
N 0
bisa dilihat ber n
Ta 1 i enelitian
No | Infor e umlah
1. | Kepal n ey 1o 1
2. | Sekretaris )or = 1
3. | Kepal = = 1
4. | Masy a - | == 4
Jumlah L 7
Sumber . en

C. Loka 'bsh’ ,q NE_', p.Ro

Sesuai 1 akan diadakan di
Kantor Desa Sun Kabupaten Indragiri
Hilir mengenai Pemer1 e ana desa Di desa sungai
junjangan kecamatan batang tua ndragiri hilir.

D. Jenis dan Sumber Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, penulis menggunakan
metode-metode sebagai berikut:

a. Data Primer
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Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung
dengan penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung

serta peneliti terlibat. Dalam penelitian ini pemilihan informan

yang tidak

data. Sumber

E. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh yang diperlukan,maka penulis disini menggunakan
teknik-teknik pengumpulan data antara lain :
1. Wawancara
Wawancara yang dimaksud Creswell (2014;254) yaitu peneliti

melakukan face-to-face interview (wawancara berhadap-hadapan) dengan
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partisipan, wawancara mereka dengan telepon, atau terlibat dalam focus

group interview (wawancara dalam kelompok tertentu yang terdiri dari

enam sampai delapan partisipasi per-kelompok.

eperti (buku harian, deary,
. —
surat, atau e-maé C a 'Jb‘
LN\ 2

F. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan
cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang pentingnya dan
kan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri

sendiri dan orang lain.



G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Tata Kelola Pemerintah Desa
Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang Tuaka
Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel LI1.2 Jadwal Penelitian Tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam
Penggunaan Dana Desa Di Desa Junjangan Kecamatan Batang
Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

Jenis Tahun 2020-2022
No "

Kegiatan feb | Mar | Apr | Mei | Jun

Persiapan
dan

penyusunan
Up

2 | seminar up

3 Riset

penelitian

Lapangan

penglolaan
5 dan analisi
Data

konsultasi
dan

bimbingan

Skripsi

ujian
7 | skripsi

revisi dan
8 | pengesahan
Skripsi

9 penyerahan

Skripsi

Sumber : Modifikasi Peneliti 2021
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H.

Rencana Sistematis Laporan Penelitian

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini

dibahas dalam 6 bab. Dimana pembahasan-pembahasan bab mempunyai

pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal waktu

kegiatan penelitian serta sistematika penelitian skripsi.
BAB 1V : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang gambaran Kota Pekanbaru,

fungsi dan tugas, organisasi, sumber daya organisasi.

BABV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
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Bab ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan,

yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Tata Kelola

Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

IV.1 Sejarah Singkat Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka

Kabupaten In giri Hilir

14 Juli 19 2 : ang Nomor 6
Tahun 196 1 letak posis , agir i : Timur pesisir
Pulau Sumatera a Ka en Ka al daerah pantai.
Panjang ga ' : agiri Hilir a n luas perairan
laut meliputi 6.318 - seki 143 % vilayah. Kabupaten

Indragiri Hi jang m St 1 au, memiliki luas

e Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat(Provinsi Jambi)

e Sebelah barat berbatsan dengan Kabupaten Indragiri Hulu; dan

e Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, dan

Kabupaten Lingga (Provinsi Kepulauan Riau).
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Berdasarkan letak dan posisinya yang startegis, keberadaan Kabupaten
Indragiri Hilir di Pantai Timur Sumatera memiliki prospek yang cukup tinggi bagi

pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi, karena posisinya yang

‘ ‘ dan Karimun, serta
‘ ‘ “‘“ .e a ayah dalam

maupun  lua al _ini ala @ yang dapat

berdekatan dengg

berada .d

dikembang ﬂ H ' bagai “Pintu

o
o

gerbang Tim gunan. Kabupaten

Indragiri surut dengan

penyebaran Disair gai, selat dan

ang
v
€ 3

terusan juga ada saat pasang

surut, kond yang juga lebih

\&\f\‘.fa\“'ﬁ\‘

33!

dikenal denga

o

J |

jah ini.

I}

' 4
-~
-8

Untuk lebih jelasnya mengenai luas dan presentase wilayah menurut

kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 4. I Luas dan Presentase Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2011
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No | Kecamatan Luas (Has) Persentase (%)
1. | Keritang 94.642 6,92
2. | Reteh 53.183 3,89
3. | Enok 4

4. | Tan : 3

5.

6.

7. | T R '

8. |Ba as) )

9. |Ga ch

10. | Ga

11. | Ma

12. | Katema

13. | Ke 1 — :

14. | Tem - 99

15. | Pula = 5054

16. | Pelangi | 85396

17. | Telu g 4

18. | Conc !

19. | Kem 58.

20. | Sunga 40 8

Jumlah IN

Sumber : Drafft

Kecamatan n dan 13 Desa dengan

luas wilayah 1.050.25 ) » penjelasan mengenai Desa

Junjangan sebagai berikut :

A. Demografi
a. Batas Wilayah

Letak Georafi Desa Sungai Junjangan, terletak diantara :

Sebelah Utara : Kelurahan Rambaian

Sebelah Selatan : Kelurahan Tanjung Siantar
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Sebelah Barat : Kelurahan Pasir Mas

Sebelah Timur : Kelurahan Sungai Rawa

-

=S Nty

A2
ﬁ‘m

Penduduk merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah
tertentu dan juga faktor yang dominan dalam suatu pembangunan di wilayah,
termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan

masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat
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kepada masyarakat. Dari data yang dapat dari monografi Desa Sungai Junjangan

Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

W
A

i

ﬁ

E

AN

banyak di

a
S
2
—
(€]
=
&
=
=1

)

perbedaan

Sungai Junja

1V.3 Keadag

t‘\”&\‘&ﬁ

berikut ini :

0
{
W,

Tabel 4.3 jumlah Sarana Ibadzs

\\‘-‘

No Sarana Ibadah Agama Jumlah
1. Masjid Muslim 5
2. Musollah Muslim 8
3. Gereja - -
4. Pura - -
5. Wihara - -
Jumlah 13

Sumber : Kantor Desa Sungai Junjangan, 2021
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah sarana mesjid berjumlah

5 sedangkan Musholah berjumlah 8 sedangkan tempat ibadah yang lainnya seperti

gereja, pura dan wihara belum ada.

t memenuhi
>ai  Junjangan
Kecamatan Ba Tuaka Kabupate ekaragam namun
lebih jelasnya

sebagian

dapat dilih

No

1.

2.

3. orang
4. 26 orang
3. 43 Orang
6. 2 orang
7. TNI/POLRI -

8. Pensiunan 30 orang
9. Sopir -

10. Buruh 600 orang
11. Jasa Persewahan 10 orang
12. Swasta 74 orang
13. Peternak -

Jumlah 1.266

Sumber : Kantor Desa Sungai Junjangan, 2021
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2. Pertanian

Tabel 4.5 Luas berdasarkan jenis pertanian

No Jenis Pertanian Luas Lahan (Ha)
1.

2.

3. |
4. P

5. | W

6. ™

7. Ve

8. -~

9, A

10. »

11. >

12.

13.

Sumber :

Perangkat Desa

- BPD Orang
2. Lembaga Kemasyarakatan

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan :
- LPM 01 Lembaga
- PKK 01 Lembaga
- Posyandu :3 Posyandu
- Pengajian 27 Kelompok
- Arisan 01 Kelompok



Simpan Pinjam 14 Kelompok
Kelompok Tani 01 Kelompok
Gapoktan D - Kelompok

Karang Taruna Kelompok

' \a\\:u;
"

ANRAGZHERD

', @:1%
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Kasi Pemerintaha
Kasi Kesejahteraan
Kasi Pelayanan
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IV.6 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Gambar IV.I Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sungai Junjangan

Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
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BABV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

N
ST v N
i ‘ Maka pada

fentitas informen,

E\%'

diharapkan
lengkap. I

Dusun dan

SN

tabel keterangan dibawah ini yaitu :
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Tabel V.1 : Identitas Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam
Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan
Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No | Nama Jabatan Keterangan
Haryadi Kepala Desa Key informan
Informan

Kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang

tidak dan yang harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan
ini,sehubung dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang
dalam menghadapi suatu permasalahan maka tabel dibawah ini akan digambarkan

kriteria umur informen sebagai berikut :
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Tabel V.2 : Umur Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam
Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan
Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No | Tingkat Umur Jumlah Persentase
1. 15-25 - -
2. 71%
3. 14%
4. 14%
Jumla 00%
Sumber : i
ﬁ%‘fgﬁns ISLA gy R
B tabel di a fé’y 1 dan informen
yang terdi ersentase 14%
sedangkan 5 e 14% sedangkan
umur 25-35 rang dengan persentas
2. la 2 - S
Dalam s en 1dak berpengaruh
kepada hasi itian y. a in rsebut bersedia

memberikan 1

bisa dijadikan p

suatu masalah pene

pada tabel berikut :

a. Jenis kelamin tidak
upun pola pikir terhadap

elitian ini dapat dilihat

Tabel V.3 : Jenis Kelamin Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa
Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan
Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No Jenis Kelamin Jumlah Persentase
1 Laki-laki 5 71%

2 Perempuan 2 29%
Jumlah 7 100%

Sumber : Data Olahan Penelitian 2021
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui key informen dan informen yang

terdiri 5 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 70% dan 2 orang

berjenis kelain perempuan dengan persentase 29%.

yang diangkat

dalam pene nahar "': juga akan pe terlepas dari

Junjangan, dilihz idi inforime enelitian Tata Kelola

Desa Dalam Di , jangan Kecamatan

Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir

No | Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase
1 Sekolah Dasar (SD) - -

2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) - -

3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 7 100%

4 Diploma III (D3) - -

5 Strata 1 (S1) - -

6 Magister (S2) - -

Jumlah 7 100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informen dan
informen yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan

masyarakat yang berjumlah sebanyak 7 orang dengan pendidikan SMA dengan

B. sa Sungai
laporan yang
beragam serta« a titil tis dala : gan desa tentunya
menuntut t ah desa. Oleh
karena itu, abilitas dalam
pengelolaa enyelenggaraan
pemerintah arakat desa sesuai
ketentuan, se ang Baik (Good
Village Govern
<
‘ﬁ' 003) adalah sebagai
berikut :

1. Akuntabilitas
2. Transparansi

3. Partisispasi Masyarakat
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Untuk mengetahui Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di
Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, maka

penulis akan menjadikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagai mana

masyarakat

Para penga

N
=5
w2
1)
w2
=.
@]
=

©
=
o
w2
&
w2
o

\ & oL
=
=
@
(@)
3

e .
B
2>

masyarakat be
lembaga yang

berbeda satu deng

Instrumen dasar akun

dengan  komitmen  politik maupun  mekanisme
pertanggungjawaban, sedangkan instrumen pendukungnya adalah pedoman
tingkah laku dan system pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan

system pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Untuk melihat Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa
Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir dilihat dari

indikator Akuntabilitas dapat di lihat hasil wawancaranya sebagai barikut :
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Bersadarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak
Haryadi beliau selaku Kepala Desa Sungai Junjangan. Tentang tahap tata kelola

penggunaan dana desa, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

masyaraka
dari desa ini”

diatas, adalah sebagai berikut :

“sebelum dana desa itu di kelola maka pemerintah dan masyrakat
akan melakukan musyawarah tekait kemana saja dana ini nantinya akan
di gunakan setelah nantinya pelaksanaan tekait perencanaan yang telah
disepakati bersama-sama ” (Rudiah, masyarakat,Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang benama Lilis juga mengungkapkan pendapatnya adalah

sebagai berikut :
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“kalau saya kuranng tau lebih jelasnya bagaimana pengeloaan
desa ini karna sejauh ini saya kurang terlibat dan juga tidak adanya
informasi yang saya dapatkan tekait penggunaan dana desa ini kemana
saja (Lilis, masyrakat, Selasa 26 Oktober 2021)

Selanjutnya mengenai Pertanggung jabwaban dari setiap penggunaan dana

agan Laporan
fﬂ Aktual Desa

euangan desa,
otoraja, Senin

a Jafar Abdul

a seksi, kemudian
elaksana  teknis
snya yaitu menyusun
naan APB Desa dan

Desa, Senin 25 Oktober

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto,

menyatakan sebagai berikut :

“Terkait Pertanggung jawaban dari setiap penggunaan dana desa
itu adalah keharusan dari Kepala desa, sekertaris desa dan bendahara
desa sebagai aparat desa yang memiliki wewenang dan tugas dalam
pertanggungjawaban keuangan desa dihadapkan pada keharusan untuk
memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan secara khusus
dan juga peraturan-peraturan terkait. Interpretasi mereka dalam aturan
yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya berpengaruh pada
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hasil laporan pertanggungjawabannya.” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin
25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang benama Bima berpendapat mengenai hal

ap pemerintah
h  desa dalam
anaan APB Desa
pemerintah di
ada masyarakat
1h di akses oleh

“Masyarakat dapa getahui kemana saja nantinya dana ini di
gunakan dengan masyrakat ikut  dalam menyusun perencanaan
pembangunan desa, pemerintah desa wajib
penyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang
menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan
desa yang didanai oleh APBDes, swadaya masyarakat desa, dan/atau
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja Daerah  Kabupaten/Kota
(Haryai,Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul

Azis mengatakan sebagai berikut :
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“Bentuk penggunaan dana desa masyarakat dapat mengetahui
dengan cara musyawarah desa yang diselenggarakan minimal 1 tahun
sekali, masyarakat ikut berpartisipasi untuk menanggapi laporan
pelaksanaan pembangunan desa kemudian musyawarah desa tersebut
juga membahas perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah , a Kerja Pemerintah Desa

la desa wajib

tiap akhir tahun
epala Dusun,

mengenai hal

tentang rincian
lastt 26 Okiober 2021 )

mengerahuz kemungkman apat mengetahui hanya masyrakat yang
ikut dalam musyawarah desa : saja, sementara itu bentuk informasi yang
lain pun tidak aa juga pemerintah berikan’(Lilis, masyrakat, Selasa 26
Oktober 2021)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan
oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Tata Kelola Desa
Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang

Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Akuntabilitas sudah cukup baik yang
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mana kepala desa beserta sekretaris dan bendahara desa sudah melakukan
perencanaan melalui musyawarah kemudian pertanggung jawaban dalam bentuk

laporan penggunaan dana desa, tidak adanya menginformasikan kepada

pada hari  Se 2021, i ’ dari indikator
Akuntabili : : C ¢ ana Desa Di Desa
Sungai Junjangan Kecamatan Bata ka Ka ilir, sejauh ini
mengenai bentuk pe : awaban . erta  sekretaris dan

bendahara des akukan pere 1aan_ mela arah kemudian

dan laporan

diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-
balik Antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses

pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-
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pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar

dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi besmakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat

waktu. Dengg

S

Sungai Junjang ccamata a ! _- oiri Hilir dilihat dari

indikator T

dengan bapak

Haryadi belia c esa Sunga janga ang Informasi terkait

masyarakat. Disamping at juga dapat memberikan masukan
(feedback) terkait kegiatan dengan Dana Desa” (Haryai,Kepala Desa
Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul

Azis mengatakan sebagai berikut :

“Kami telah melakukan semaksimal mungkin untuk melakukan
trnsparansi dana desa, maka kamai menyediakan media informasi

dalambentuk papan pengumuman, spanduk, brosur dan lain-lain” (Jafar
Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)
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Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto,

menyatakan sebagai berikut :

qa pemerintah desa memberi
brosur dan lain

%‘7‘\\\\\\‘ ",

an informasi melalui papan

diatas, ad

\\g!@.’

' a\it\;ii¥\

yang mana di
dan lain-lain
infotmasi

2

enyediakan informasi
H osur itu tidak aa

“Bentuk sarana dan prasarana yang telah dicapai dalam
penggunaan dana desa ini aalah Pembangunan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana jalan desa, Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana jalan usaha tan, Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana embung desa dan Pengembangan pos kesehatan Desa dan
Polindes, Pengelolaan dan pembinaan Posyandu dan Pembinaan dan
pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)” (Haryai,Kepala Desa
Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul

Azis mengatakan sebagai berikut :
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“Dalam penggunaan dana desa ini pemerintah desa memfokuskan
pada sarana-prasarana pembangunan jalan dan pemeliharaannya” (Jafar
Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto,

belum siap untuk
endala” (Bima,

%
: “\l;\ ‘
- S
83

itu pembangunan
ini yang menjadi

beliau selaku Kepala Desa Sunga an. Tentang bentuk keterbukaan dari

setiap penggunaan dana desa yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Dalam setiap tahunnya juga pemerintah wajib untuk memberikan
laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat semua agar mereka
dapat mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dan realisasinya.”
(Haryai,Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul

Azis mengatakan sebagai berikut :



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

“Sejauh ini pemerintah desa juga belum terlalu proaktif dalam
mensosialisasikan kepada masyarakat tentang proses dan prosedur dana
desa ini dikarnakan masih keterbatasan pemahaman dalam pengelolaan
dana desa ” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25 Oktober 2021)

ang bernama Safrianto,

wbuat masyrakat
" (Safrianto,

tertutup dalam
impulan bahwa
¢ menyimpang.”

desa ini ”(Lilis, masyrakat, 126 Oktober 2021)

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan
oleh peneliti kepada key informen dan informen mengenai Tata Kelola Desa
Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang
Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir mengenai Transparansi sudah cukup baik yang
mana pemerintah desa telah mengelola dana desa dengan cukup baik memiliki

kendala dalam pengelolaan dana desa terutama dalam transparansi pengelolaan
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dana desa yang mana pemerintah desa masih belum transparansi dalam
penggunaan dana yang mana dilihat dari tidak adanya informasi yang diberikan

kepaa masyarakat dalam penggunaan dana desa baik itu informasi dalam bentuk

Transparansi,te a Des Penggun: ana Desa Di Desa

=4
o
i
| . g |
mengenai Si pengelolaan dana des: &i’ tah desa masih
ot ’
o
informasi ya d
g

informasi

disediakan.

3.

W “

melibatkan seluruh pemang
keputusan tersebut. Partisipasi merupakan elemen penting dalam pengelolaan
Dana Desa (DD). Partisipasi masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah
untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, mengatur agenda dan prioritas
pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Kurrohman, 2015)



Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembagalembaga perwakilan sah

yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun
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“Pemerintah Desa sungai junjnagan memberikan kesempatan
seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap
tahapan pembangunan di Desa.Dalam hal pengawasan penggunaan dana
Desa, kami juga menyediakan informasi bagi masyarakat terkait
penggunaan anggaran dana Desa yang mudah diakses masyarakat.
Kesempatan kami berikan mulai dari musyawarah Desa hingga
Musrenbang bahkan dalam tahap pelaksanaan sampai evaluasi
program.Semua tujuannya supaya keputusan yang diambil oleh kami
sebagai pemerintah Desa merupakan hasil musyawarah mufakat.”
(Haryai,Kepala Desa Kotoraja, Senin 25 Oktober 2021)
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Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul

Azis mengatakan sebagai berikut :

m pengawasan
elum maksimal.

al pengawasan
ﬂ? nau tahu dengan
y mereka adalah
1 disetiap proyek
pala Dusun, Senin

diatas,

“kami mempercayakan pengawasan dana Desa kepada mereka
yang punya kedudukan di Desa seperti BPD atau tokoh-tokoh masyarakat
vang bisa bersuara dan mengerti prosesnya’ (Rudiah, masyarakat,Selasa
26 Oktober 2021)

Masyarakat yang benama Lilis juga mengungkapkan pendapatnya adalah

sebagai berikut :
“saya memang kurang memahami proses dalam pengelolaan dana

desa ini untuk itu saya percayakan oleh BPD atau yang mewakili
masyrakat untuk menyampaikan suaram masyrakat bisa melakukan yang
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terbaik dalam pengelolaan dana desa ini” (Lilis, masyarakat, Selasa 26
Oktober 2021)

Selanjutnya mengenai Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

penggunaan dana desa,skepala desa junjangan yang bernama Haryai menyatakan

elum terjadi,
erjadi.Sekalipun
wrakan secara
wajar.Sejauh

L3}

dibilang masih
kita ajak untuk
apa ni? Seperti
is, yang mau ikut

“Kalau hasil dari pengawasan yang kami lakukan sejauh ini, yah
masih belum ditemukan kecurangan-kecurangan. Yah paling yang masih

wajar, dan itu juga kami beri teguran.” (Safrianto, Kepala Dusun, Senin
25 Oktober 2021)

Kemudian Masyarakat yang benama Bima berpendapat mengenai hal

diatas, adalah sebagai berikut :
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“Ya pasti terus menerus. Kami terus tetap mengawasi pengelolaan
DD. Dari awal perencanaan, pelaksanaannya, hingga nanti sampai
pelaporan pertanggung jawaban dari kegiatan yang telah dilaksanakan”
(Bima, masyarakat,Selasa 26 Oktober 2021)

Masyarakat yang benama Azis juga mengungkapkan pendapatnya adalah

tu menurut
musyawarah

sisanya mereka
26 Oktober

mpai pada tahap
hord gai gagasan yang
RT, kadus terus
svarakat melakukan

dicetus
sampai

't
perangkat desa ¢ Q

Senin 25 Oktober

Menurut Sekretaris Desa Sungai Junjangan yang bernama Jafar Abdul

Azis mengatakan sebagai berikut :

“Partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan program
pembangunan diperlukan kesadaran warga masyarakat akan minat dan
kepentingan yang sama.” (Jafar Abdul Azis, Sekretrais Desa, Senin 25
Oktober 2021)

Kemudian menurut Kepala Dusun yang bernama Safrianto,

menyatakan sebagai berikut :
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“untuk saat ini pemahaman maupun kepedulian masyrakat terhaap
pentingnya partisipasi dalam pengeloaan dana desa itu masih kurang dari
kata paham karna mereka selalu menggap ada BPD yang mewakili
masyrakat sementara itu BPD di desa sungai junjagan ini masih juga
tidak tau tugas dan fungsi dia itu sendiri” (Safrianto, Kepala Dusun,

diatas, a

gaimna proses
‘yang seperti saya

akan terlibat
arakat,Selasa

baik yang pemerintah desa telah memberikan kesempatam yang seluas luasnya
kepada masyrakat dalam berpartisipasi salah satu bentuk partisipasi masyrakat
adalah pemgawasan dalam pengeloaan dana desa ini namun belum sepenuhnya
bisa memahami dan mengerti alur proses dan mekanisme berkaitan dengan
partisipasi mereka dalam hal pengawasan Dana Desa. Sebagian besar tidak tahu

dan bahkan tidak mau tahu dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi



mereka adalah mendapatkan imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap

proyek padat karya yang didanai Dana Desa.

mendapatka ari af mere i yyek padat karya

yang didanai

C. ] )2 ng aan Dana Desa Di

iy disay yejepe il udwnyo(]
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Kabupaten Indragiri Hilir, bahwasannya hambatan yang terdapat pada Tata Kelola
Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan
Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :
1. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban pemerintah desa dalam
pengeloaan dana desa, dalam pertanggung jawaban tidak adanya

memberikan informasi yang bisa dilihat oleh masyrakat umum
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mengenai laporan tertulis maupun dipapan pengumuman tentang

laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana

Desa yang menimbulkan ketidak pecayaan, yang mana yang
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tuaka . il i : lan sebagai

berikut :

Junjangan Keca in Bata naka § masih kurang

maksimal ' dar z 4] f batan dalam

dilihat dari tidak adanya informasi yang diberikan kepaa masyarakat dalam
penggunaan dana desa baik itu informasi dalam bentuk papan informasi maupun
spanduk itu tidak ada disediakan. Sedangkan untuk Partisipasi Masyarakat
terkendala dalam sebagian besar masyarakat tidak tahu dan bahkan tidak mau tahu

dengan segala bentuk prosedur, yang terpenting bagi mereka adalah mendapatkan
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imbalan dari apa yang mereka kerjakan disetiap proyek padat karya yang didanai

Dana Desa.

B. Saran

berikut :

memberikan

tuk spanduk yang
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	Sumber : Modifikasi Peneliti 2021
	A. Identitas Informan
	Beberapa pertanyaan akan muncul dalam suatu penelitian, yaitu pernyataan mengenai identitas dari informan penelitian sangat wajar. Maka pada dasarnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas informen, informen dalam penelitian ini y...
	Dalam penelitian ini tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ini penulis ingin menjelaskan mengenai identitas informen yang diteliti. Hal-hal yang akan dijel...
	Untuk mengetahui identitas keyinformen dan informen bisa dilihat pada tabel keterangan dibawah ini yaitu :
	Tabel V.1 : Identitas Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
	Sumber : Data Olahan Penelitian 2021
	Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa informen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berjumlah Sepuluh (7) orang yang terdiri dari satu key informen yaitu Kepala Desa, sedangkan 6 informan yaitu , Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan 4 Masyarakat.
	1. Usia Informen
	Usia merupakan salah satu faktor yang menentukan mengenai jelasan terhadap pengumpulan informen yang sesuai dengan kondisi peneliti. Usia informen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudahkan tingkat analisis dan pemahaman informen terh...
	Kematangan pemikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan yang harus dilakukan maka usia sangat berpengaruh dalam tingkatan ini,sehubung dengan keterkaitan antara umur dengan kedewasaan seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan m...
	Tabel V.2 : Umur Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
	Sumber : Data Olahan Peneliti 2021
	Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informen dan informen yang terdiri keriteria umur 45 Keatas terdiri dari 1 orang  dengan persentase 14% sedangkan umur 35-45 berjumlah 1 orang dengan persentase 14% sedangkan umur 25-35 berjumlah 5 ora...
	2. Jenis Kelamin
	Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informen tidak berpengaruh kepada hasil penelitian yang dilakukan selama informen tersebut bersedia memberikan informasi atau jawaban yang benar apa adanya. Jenis kelamin tidak bisa dijadikan patokan untuk menent...
	Tabel V.3 : Jenis Kelamin Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
	Sumber : Data Olahan Penelitian 2021
	Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui key informen dan informen yang terdiri 5 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 70% dan 2 orang berjenis kelain perempuan dengan persentase 29%.
	3. Tingkat Pendidikan
	Dalam suatu penelitian jawaban yang diberikan oleh informen dari hasil menjawab pertanyaan yang diajukan merupakan data yang harus di analisis. Hal ini dikarenakan jawaban dari setiap informen tidak akan sama persis antara informen satu dengan informe...
	Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kantor Desa Sungai Junjangan, dilihat dari tingkat pendidikan informen dalam penelitian Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hili...
	Tabel V.4 : Tingkat Pendidikan Informen Penelitian Tentang Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
	Sumber : Data Olahan Peneliti 2021
	Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa key informen dan informen yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun dan masyarakat yang berjumlah sebanyak 7 orang dengan pendidikan SMA dengan persentase 100%.
	B. Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir
	Untuk mengetahui Tata Kelola Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Di Desa Sungai Junjangan Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir, maka penulis akan menjadikan hasil penelitian dengan metode wawancara sebagai mana pada pembahasan dibawah ini:

